WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR |7 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota
Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6977);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang




Menetapkan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

S. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah  Kota
Payakumbuh Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota

Payakumbuh.
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
Sekretariat;

a

b. Inspektorat Pembantu I;
c. Inspektorat Pembantu II;
d

Inspektorat Pembantu III; dan
e. Inspektorat Pembantu IV.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
Daerah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas Subbagian Umum dan
Kepegawaian.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e,
dipimpin oleh inspektur pembantu yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Inspektur Daerah.

Pada sekretariat dan inspektorat pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, terdapat kelompok
jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat administrasi yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Wali Kota ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan




(2)

(1)

(2)

yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan
dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan dari Wali Kota dan/atau
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota
dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan;

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi;

g. pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;

h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan  peraturan = perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan
operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
urusan umum, kepegawaian, kearsipan, keuangan,
aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana program
kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan
penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan pengadministrasian kerja sama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan,
pengumpulan, pengelolaan, analisis dan
penyajian laporan hasil pengawasan serta
monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;




(1)

(2)

(1)

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha,
perlengkapan dan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana
serta aset Daerah di lingkungan Inspektorat
Daerah agar efektif dan efisien;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi
persuratan sesuai dengan ketentuan tata naskah
dinas;

c. pelaksanaan tugas kehumasan lingkup
Inspektorat Daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi
kepegawaian lingkup Inspektorat Daerah;

e. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan
penyusunan standar pelayanan publik lingkup
Inspektorat Daerah;

f. pembinaan dan penataan organisasi dan
tatalaksana di lingkup Inspektorat Daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.
Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu I
Pasal 7

Inspektorat Pembantu [ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
membantu Inspektur dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan  keuangan, kinerja dan Urusan
Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah,
Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kecamatan
Payakumbuh Timur.



(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan  terkait
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksana tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat
Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang
tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan
aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk Perangkat
Daerah dan/atau pengawasan tujuan tertentu
atas penugasan Inspektur;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu II

Pasal 8

Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas
membantu inspektur dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan  keuangan, kinerja dan Urusan
Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas
Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Keuangan
Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dan Kecamatan
Payakumbuh Barat.




(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada  ayat 1) Inspektorat  Pembantu II
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksana tugas dan
fungsi Perangkat Daerah,;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat
Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang
tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan
aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk Perangkat
Daerah dan/atau pengawasan tujuan tertentu
atas penugasan Inspektur;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu III

Pasal 9

Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
membantu inspektur dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan  keuangan, kinerja dan  Urusan
Pemerintahan Daerah pada Inspektorat, Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika,
Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian dan
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kecamatan
Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Payakumbuh
Utara




(2)

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan  terkait
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksana tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat
Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang
tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan
aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk Perangkat
Daerah dan/atau pengawasan tujuan tertentu
atas penugasan Inspektur;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 10

Inspektorat pembantu IV mempunyai tugas
membantu inspektur dalam merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengawasan dengan tujuan
tertentu terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan
pada Perangkat Daerah, antara lain di bidang
penanganan pengaduan masyarakat baik melalui
kanal pengaduan inspektorat maupun limpahan
kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH), probity
audit, audit investigatif, pelaksanaan Survey Penilaian
Integritas (SPI), penilaian Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi, pengawasan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas (ZI),
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3)

monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
(LHKAN), dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektorat pembantu IV
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksana tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat
Daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang
tugas Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan
aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk Perangkat
Daerah dan/atau pengawasan tujuan tertentu
atas penugasan Inspektur;

j- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Dalamm melaksanakan tugasnya, setiap unsur di
lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi
lain sesuai dengan tugasnya.

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) harus diikuti dan dipatuhi oleh




Diundangkan di Payakumbuh g
pada tanggal ©  Agushus 9010

perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat
yang terdampak perubahan susunan organisasi
berdasarkan Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat
baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2021 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal > A9qustus 2024

JaDr TA PAYAKUMBUH,

ey

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN %2 NOMOR !}




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR /i TAHUN 2224

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT
SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT
l
INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT
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I I I |
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FUNGSIONAL DAN/ATAU FUNGSIONAL DAN/ATAU FUNGSIONAL DAN/ATAU FUNGSIONAL DAN/ATAU
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